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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

 
NOMOR  6  TAHUN   2009 

 
TENTANG 

 
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK DENGAN  

PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA CIREBON 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 
 
Menimbang :   a.   bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002  telah ditetapkan ketentuan 
menyangkut perlindungan anak di Indonesia;  

  
 b. bahwa sejalan dengan urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007, perlindungan anak 
menjadi  tanggung jawab Pemerintah Kota / 
Kabupaten, termasuk Kota Cirebon untuk 
melaksanakannya, sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi Kota Cirebon;  
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c. bahwa kondisi Kota Cirebon, dalam hal 

perlindungan anak mengarah pada upaya 
perlindungan anak terlantar dan anak dengan 
perlindungan khusus, yang menjadi tanggung 
jawab bersama Pemerintah Kota Cirebon  
dan masyarakat Kota Cirebon dengan 
mekanisme perlindungan yang perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 551); 

   
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3039); 

 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979    
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3143); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu06.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu04.pdf
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi 
yang Mempunyai Masalah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3367); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495); 

 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3668); 

 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 

tentang Pengesahan ILO Convention   
Nomor 138 Concerning Minimum Age for 
Admission to Employment (Konvensi ILO 
Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk 
Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3835); 

 
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000  

tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 
182 Concerning The Prohibition and 
Immediate Action for The Elimination Of The 
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 
Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 

 
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4026); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002    
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

 
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

 
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/88uu02.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu03.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu020.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu039.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00uu01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00uu026.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu013.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu020.pdf
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14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4389); 

 
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

 
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4674); 
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18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 

tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang 
Mempunyai Masalah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3367); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 4737); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk 
Anak; 

 
23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/88pp02.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp041.pdf
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24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 
tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak 
(Trafiking); 

 
25. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 

tentang Komisi Perlindungan Anak; 
 
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);  

 
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Seri E); 

 
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 19 Seri D); 

 
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor  22 Seri D); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 
dan 

WALIKOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN 
ANAK DENGAN PERLINDUNGAN KHUSUS   
DI KOTA CIREBON. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang 
melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam 
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang 
kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Kota.  

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan 
diskriminasi. 

http://www.bphn.go.id/
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7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan 
organisasi sosial, dan / atau organisasi kemasyarakatan. 

8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi 
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial. 

9. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 

10. Anak dalam situasi darurat  adalah anak yang berada dalam 
situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak 
korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak 
korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata. 

 
11. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. 
 
12. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak 

yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak 
dapat mengakses kebutuhan dasar.            

 
13. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual  

adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan 
imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli 
jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang 
memperoleh keuntungan eksploitasi secara ekonomi dan 
seksualitas anak tersebut. 
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14. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan 

yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur 
perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan 
kekuasaan, pemanfaatan posisi. 

15. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 - 18 tahun yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari 
nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-
tempat umum. 

16. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA  
(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah anak 
yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang 
disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas 
kemauan sendiri, atau karena dorongan, atau paksaan orang 
lain. 

17. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak 
yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya dan dihina 
yang membahayakan secara fisik, mental serta sosial anak. 

18. Anak yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami 
hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu 
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 

19. Anak yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa 
dan / atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau 
orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar, kerentanan 
atau penjeratan hutang untuk tujuan dan / atau berakibat 
mengeksploitasi anak. 

20. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat 
perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. 

 

 

 
http://www.bphn.go.id/


